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Kata Kunci : Prosedur, Perizinan
Prosedur merupakan suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan.   Berdasarkan latar belakang diatas, dikemukakan beberapa permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana Pelayanan Perizinan yang Diterapkan Pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah sudah sesuai dengan prosedur?, (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah Dalam Prosedur Pelayanan Perizinan?, sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: (1) Untuk mengetahui Pelayanan Prosedur Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Daerah Di Jawa Tengah, (2) Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi pada Badan Penanaman Modah Daerah Di  Jawa Tengah.
Objek yang dikaji pada penelitian ini adalah kaitannya dengan prosedur pelayanan perizinan dan kendala apa saja yang ada pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah serta menyelesaikan dari kendala yang ada dengan cara menata ulang peraturan perizinan investasi usaha, lebih sinkron, jelas dan mudah ditegakkan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu analisis yang menggunakan fakta-fakta yang diamati dengan diikuti teori-teori yang mendukung, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian prosedur penelitian yang diperoleh  kantor Badan Penanaman Modal Daerah Di Jawa Tengah, misalnya untuk izin mendirikan bangunan (IMB) : pemohon mengajukan permohonan kepada bupati melalui kepala BPT di kabupaten, pemeriksaan berkas, pemeriksaan lokasi, penetapan SKRD, proses izin dan penyerahan izin.
Simpulan yang dapat diambil dari prosedur perizinan pada BPMD jateng antara lain untuk izin mendirikan bangunan (IMB) : pemohon mengajukan permohonan kepada bupati melalui kepala BPT di kabupaten, pemeriksaan berkas, pemeriksaan lokasi, penetapan SKRD, proses izin dan penyerahan izin. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu kemudahan dalam proses perizinan, keringanan pajak, kepastian hukum, dukungan politik dari masyarakat, dan penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan pelayanan perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.


